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Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana dari pelaku yang terlibat dalam tindak
pidana penyelundupan manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, Penulis
menjabarkan hal tersebut dengan menjelaskan bagaimana peranan orang-orang yang terlibat dalam tindak
pidana penyelundupan manusia, lalu mengaitkan peranan tersebut dengan kejahatan terorganisir dan
penyertaan dalam tindak pidana, untuk dapat menentukan mengena bagaimana orang-orang yang terlibat
dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas turut sertanya mereka dalam melakukan tindak pidana
penyelundupan manusia. Penulis juga menjabarkan bagaimana putusan-putusan pengadilan dalam memutus
dan mengadili pelaku yang terlibat dalam tindak pidana penyelundupan manusia dilihat berdasarkan
peranannya dalam tindak pidana. Hasil dari skripsi ini adalah pelaku yang terlibat dalam tindak pidana
penyelundupan manusia yang merupakan kejahatan terorganisir, pertanggungjawabannya adalah
sebagaimana bentuk penyertaan turut serta melakukan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal
120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Penulis
juga melihat bahwa pada penerapannya, Undang-Undang Keimigrasian belum mampu meminimalisir
terjadinyatindak pidana penyelundupan manusia, sebab tidak adanya rumusan yang mengatur mengenai
peranan dan pertanggungjawaban pidananya secara jelas. Saran yang dapat Penulis berikan adalah
dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap penerapan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian dan perlu dibentuk suatu Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengatur
mengenai tindak pidana penyelundupan manusia. Kemudian, Penulis juga menyarankan adanya arahan yang
tegas diiringi dengan adanya kesadaran terhadap orang-orang yang memiliki kewenangan dalam
memberikan peluang atau kesempatan untuk terjadinyatindak pidana penyelundupan manusia untuk tidak
melakukan praktik korupsi dengan menerima suap untuk meloloskan orang-orang yang akan diselundupan
dengan mudah dari tempat pemeriksaan imigrasi.

...... This research discusses about the criminal liability of the perpetrators involved in the crime of people
smuggling. By using juridicial-normative research methods, the author describes this by explaining the roles
of peopleinvolved in criminal acts of people smuggling, linking these roles with organized crime and
inclusion in criminal acts, to be able to determine how people involved can be held liable for criminal
liability who take a direct part in the execution of the act of people smuggling. The author also describes
how the court's decisions in deciding and trying the perpetrators involved in criminal acts of people
smuggling are seen based on their rolein criminal acts. The results of this thesis are the perpetrators
involved in the crime of people smuggling are organized crime, the liability is as aform who take a direct
part in the execution of the act as regulated in Article 120 of Law Number 6 of 2011 concerning
Immigration jo. Article 55 Paragraph (1) of the 1<sup>st </sup>Criminal Code. The author also seesthat in
its application, the Immigration Law has not been able to minimize the occurrence of criminal acts of people
smuggling, because there is no absolute formulation that regulates the roles and responsibilities of the
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criminal. The suggestion that the author can give is an evaluation and analysis of the application of Article
120 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and the need for a special law or regulation that
regulates the crime of people smuggling to be established. The author also suggests that there are strict
directions accompanied by awareness of people with authorities to provide opportunities for the occurrence
of criminal acts of people smuggling to not commit corrupt practices by accepting bribes to pass people who
will be smuggled easily from immigration checkpoint.



